
 Tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota 

Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta 
menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di 

Indonesia dan hingga saat ini, belum ada undang-undang yang 
mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara. 

 Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 
ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan 
pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. 

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang 
dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: 1) menjadi kota 

berkelanjutan di dunia; 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di 
masa depan; dan 3) menjadi simbol identitas nasional yang 
merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan 

negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. 

 


